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ABSTRAK

Salah satu masalah kejahatan transnasional yang saat ini terjadi dan masih
menjadi polemik adalah masalah kejahatan penyelundupan manusia (Human
Smuggling). Penyelundupan manusia merupakan modus operandi dimana
sekelompok orang melakukan migrasi atau mencari suaka ke luar daerah tempat
dia berasal dengan bantuan orang lain ataupun prakarsa sendiri melewati batas-
batas wilayah negara lain secara illegal. Segala upaya telah dilakukan oleh
berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan terhadap manusia ini,
salah satunya adalah melalui Protocol Againts The Smuggling of Migrants by
Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Againts
Transnational Organized Crime yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada
tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol
Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi
Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
yang Terorganisasi.Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk
merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah
keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku human smuggling atau
penyelundupan manusia bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya
pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan
pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia. Berdasarkan
identifikasi masalah di atas, maka merumuskan permasalahan dalam tesis ini
adalah

a. Bagaimana analisis kebijakan hukum pidana tindak pidana penyelundupan
orang dalam perspektif hukum pidana ?
b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn

Cianjur ?

Metode Penelitian Setiap penulisan ilmiah haruslah berdasarkan fakta-fakta yang
obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis normatif.
Jenis Penelitian adalah jenis penelitian hukum yuridis normative, data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder Kesimpulan yang merupakan jawaban dari
rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Indonesia terus melakukan pengembangan kebijakan hukum tindak pidana
penyelundupan manusia dilakukan dengan cara perubahan perundang-
undangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959, Undang-Undang
Darurat No. 8 Tahun 1955 tentang Pidana Imigrasi maupun Undang-Undang
No. 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian dan terakhir Undang-Undang 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian telah mengatur mengenai tindak pidana
penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1).

2. Pada Putusan Nomor: 15/PID.SUS/2014/PN.CIANJUR terdakwa Qanem
Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus telah dinyatakan bersalah dan berbuat
melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU RI Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan
pertimbangan dari fakta — fakta yang didapat selama dalam persidangan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penyelundupan Orang



ABSTRACT

One of the problems of transnational crime that is currently occurring and still
being debated is the problem of human smuggling (Human Smuggling). Human
smuggling is an modus operandi in which a group of people migrates or seeks
asylum outside the area where it originates with the help of another person or its
own initiative illegally crosses the borders of another country. All efforts have
been made by various countries in the world to fight against crimes against
humans, one of which is through the Protocol Smuggling Against Migrants by
Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime which was later ratified by Indonesia in 2009
through Law No. 15 of 2009 concerning the Protocol Against Migrant Smuggling
through Land, Sea and Air, complements the United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime. It takes approximately 19 years for the
Indonesian government to formulate the problem of human smuggling in trouble
immigration. During that time, human smuggling or human smuggling actors
moved freely to carry out their actions. Until finally in 2011, the government
issued Law Number 6 of 2011 concerning Immigration which included articles in
criminal provisions governing human smuggling. Based on the identification of
the above problems, then formulating the problems in this thesis is
a. What is the analysis of the criminal law policy of criminal smuggling in the

perspective of criminal law?

b. What are the judges' considerations in Decision Number: 15 / Pid.Sus / 2014 /
Pn Cianjur?

Research Methods Every scientific writing must be based on objective facts so

that the truth can be accounted for both normatively and legally. This type of

research is a type of normative juridical legal research, the data used in this study
are secondary data Conclusions which are the answers to the formulation of
research problems as follows:

1. Indonesia continues to develop legal policies for criminal acts of human
smuggling by changing legislation from Government Regulation Number 10 of
1959, Emergency Law No. 8 of 1955 concerning Immigration Crime and Law
No. 9 of 1992 concerning Immigration and finally Law 6 of 2011 concerning
Immigration has regulated the crime of human smuggling as stipulated in
Article 120 paragraph (1).

2. On Decision Number: 15 / PID.SUS / 2014 / PN.CIANJUR the defendant
Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus has been found guilty and
against the law as stipulated in Article 120 paragraph (1) of the Republic of
Indonesia Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo Article 55
paragraph (1) Ist Criminal Code, with consideration of the facts obtained
during the trial.

Keywords: Criminal Law Policy, People Smuggling
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Arus globalisasi yang makin meningkat dewasa ini maka tidak menutup
kemungkinan pula bahwa akan lahirnya tindakan yang ingin mendapatkan apapun
yang diinginkan dengan mudah dapat terjadi. Melihat fenomena masyarakat yang
tergolong dalam ekonomi rendah atau dapat dikatakan sumber daya alamnya
kurang mumpuni dalam mencari pemenuh kebutuhan tentu mereka akan
melakukan segala upaya dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Hal inilah yang
harus disadari bahwa terkadang orang-orang yang berada dibawah tekanan akan
dengan mudah mendapat pengaruh yang ingin menguntungkan bagi hidupnya,
sehingga dirinya akan dengan mudah menerima ajakan atau mencari tempat dan
sarana penghidupan yang layak demi memperbaiki kehidupannya.
Menurut Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan:
Perubahan paradigma dalam diri manusia ini akan terus terjadi seiring
dengan terjadinya perubahan dan perkembangan jaman itu sendiri. Setiap
hal akan berubah termasuk manusia itu sendiri dengan pemikiran yang
akan semakin berkembang. Perubahan itu ada kalanya berjalan terlalu
cepat, sehingga tidak semua anggota masyarakat mampu mengikuti irama
yang sedang berkembang. Dalam keadaan tertentu, pada tahap perubahan
tersebut, terdapat kondisi-kondisi yang kondusif bagi maraknya kejahatan,

yakni manakala terjadi penurunan kehidupan politik, sosial-ekonomi yang
diperparah dengan jurang kaya-miskin, dan merosotnya keadilan.'

1Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta :Penerbit
Buku Kompas, 2007, him. 227



Dengan merosotnya keadilan ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa
akan lahirnya kejahatan, dimana kejahatan jalanan yang dulu kita kira hanya
bersifat sangat lokal, kini ternyata mempunya pertautan dengan kejahatan
transnasional (transnational crime). *

Ronny Rahman Nitibaskara mengungkapkan :
Kejahatan transnasional apa pun bentuknya sekarang ini, ikut menjadi
penumpang globalisasi. Maka, untuk mengatasi kejahatan tersebut, kita mula-
mula dituntut harus paham tentang mekanisme yang berkembang dalam
globalisasi. Tatanan global dewasa ini ditandai dengan semakin mengerutnya
dunia, karena lahirnya percepatan. Kondisi akseleratif dalam globalisasi
tersebut menjadi ajang dan medan operasi kejahatan, sekaligus harus menjadi
arena pemberantasannya.’

Salah satu masalah kejahatan transnasional yang saat ini terjadi dan masih
menjadi polemik adalah masalah kejahatan penyelundupan manusia (Human
Smuggling). Kejahatan penyelundupan manusia (Human Smuggling) mungkin
masih asing terdengar di telinga kita dimana kita biasanya hanya mendengar
istilah perdagangan manusia (Human Trafficking) atau istilah penyelundupan
barang (Goods Smuggling) seperti narkoba, psikotropika, barang-barang black
market (pasar gelap) dan jenis barang lainnya. Penyelundupan manusia
merupakan modus operandi dimana sekelompok orang melakukan migrasi atau

mencari suaka ke luar daerah tempat dia berasal dengan bantuan orang lain

ataupun prakarsa sendiri melewati batas-batas wilayah negara lain secara ilegal.

2Ibid, him. 230
3 Ibid, hlm. 231



Migrasi ini biasanya tidak dilakukan sendiri melainkan berkelompok dan
biasanya menuju negara lain guna mencari penghidupan yang lebih baik.

Patrick Manning menyatakan bahwa migrasi yang dilakukan oleh manusia—
homo sapiens—telah terjadi sejak 40 ribu tahun sebelum Masehi.* Dorongan utama
dilakukannya migrasi pada masa itu secara umum berasal dari naluri alamiah
umat manusia untuk mencari tempat tinggal atau daerah bermukim yang dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya Patrick Manning
mengungkapkan “sejarah mencatat, bangsa Canaan (yang sekarang disebut
bangsa Palestina) pernah melakukan migrasi dari Asia menuju Eropa,demikian
juga yang dilakukan oleh bangsa Romawi di masa kejayaannya dan bangsa-
bangsa lainnya.” >

Patrick Manning selanjutnya mengungkapkan

Para ahli sejarah dan geografi sepaham dengan pendapat bahwa migrasi

manusia selanjutnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor

ketidaknyamanan kondisi iklim, kurangnya persediaan makanan (ekonomi),
perang (konflik senjata dan keamanan), dan faktor sosial yang meliputi
tekanan politik, ras, agama, dan ideologi.’

Terkait alasan atau faktor-faktor tersebut, pada periode saat ini dimana
berlaku konsep negara-bangsa yang mengusung prinsip kedaulatan atas suatu

wilayah negara, serta berlaku prinsip kewarganegaraan atas diri seseorang maka

praktik migrasi oleh bangsa atau warga negara tertentu ke wilayah negara lain

* Patrick Manning, , Migration in World History, London: Routledge, 2005, hlm. 20

> IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan
Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, Jakarta, tanpa
penerbit, 2009, him .24

“Ibid



dapat menjadi permasalahan serius. Dalam hal ini banyak negara di dunia
umumnya sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan
peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap
kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman
terhadap ideologi suatu bangsa. Hal inilah yang menjadi landasan dalam
menindaklanjuti kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia (Human
Trafficking) dan penyelundupan manusia (Human Smuggling) yang notabene
melanggar peraturan keimigrasian suatu negara. Indonesia sebagai salah satu
negara di dunia tentunya juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya
praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong
oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan
hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia
itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepuluan secara geografis
memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan.
Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan
merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia,
juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk
terjadinya kejahatan transnasional.

Human smuggling (penyelundupan manusia) umumnya dapat terjadi dengan
persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan,
dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan

pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan



penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi
menghindari konflik yang terjadi di negara asal. Human smuggling atau
penyelundupan manusia sesungguhya berangkat dari adanya dorongan untuk
menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan
terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan
penyelundupan manusia.

Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk
melawan kejahatan terhadap manusia ini, salah satunya adalah melalui Protocol
Againts The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the
United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime yang
kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009 melalui Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran
melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Di
Indonesia sendiri, sebelum diundangkannya peraturan keimigrasian yang baru,
penyelundupan manusia ini hanya diatur secara implisit melalui Undang-undang
Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-
undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Namun, dua ketentuan hukum
nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena
tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupan
manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau

tindak pidana pada masa itu. Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah



Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam
masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku human smuggling atau
penyelundupan manusia bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya
pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan
pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.

Apabila melihat peraturan mengenai penyelundupan manusia ini,
penanggulangannya saat ini lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan
menangkap korbannya langsung namun tidak serta merta dipikirkan apakah yang
menjadi refugee (pengungsi) ini bisa saja yang menjadi pelaku atau yang
mengajak rekan-rekannya dalam proses penyelundupan. Hal inilah yang menjadi
masalah dalam penentuan pelaku dan proses penyelidikan terhadap kasus
penyelundupan manusia, dimana fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia
tersebut sudah memenuhi syarat sebagai penyelundupan manusia (human
smuggling), namun karena ketiadaan aturan khusus yang mengatur hal tersebut
maka Polri serta imigrasi hanya menggunakan Undang-undang Imigrasi dalam
proses  penyidikan. Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan
“menyebabkan masalah bahwa yang menjadi tersangka kemudian hanyalah warga

negara Indonesia, sedangkan para imigran gelap berlindung di bawah konsep



penyelundupan manusia (human smuggling) dan lepas dari tuntutan hukum
Indonesia”.’

Dalam hal ini seharusnya pemerintah juga ikut menyelidiki status para
imigran gelap dalam kasus penyelundupan manusia ini. Lalu lintas keluar dan
masuk orang dari dan ke dalam Indonesia telah diatur dalam Undang-undang
Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011. Namun permasalahan yang muncul kemudian
adalah banyak dari imigran yang masuk secara ilegal dan berlindung dibalik
status pengungsi atau pencari suaka sehingga belum dapat dipastikan apakah
mereka mendapatkan status tersebut dari United Nations High Commissioner for
Refugees. (UNHCR) atau tidak, sehingga hukum di Indonesia terabaikan.
Penanganan Imigran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi itu sendiri pada
saat ini hanya mengacu kepada Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05
Tahun 2010 antara lain bahwa :

1. Penekanan bahwa Orang Asing yang masuk dan tinggal tanpa dokumen

adalah Imigran Ilegal,

2. Penekanan terhadap Case Closed/rejected UNHCR akan segera

dideportasi,

3. Penekanan bahwa bagi pemegang surat UNHCR yang tidak berkedudukan

di Indonesia akan terkena tindakan Keimigrasian,

4. Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status Asylum Seekers / pengungsi

dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya.

Dasar Peraturan Dirjen diatas sudah jelas sebenarnya arah dari tindakan

Keimigrasian yang harus dilakukan terhadap Imigran Ilegal berstatus Pencari

suaka dan Pengungsi tersebut. Bahwa kenyataannya tidak akan semua dari para

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 28-30



pemohon status refugees (pengungsi) yang diterima dan disetujui untuk diberi
status pengungsi internasional atau refugees (pengungsi) oleh UNHCR dengan
alasan atau pun tolok ukur yang hanya diketahui oleh pthak UNHCR sendiri.
Mereka yang telah menerima penolakan status, tetap memperoleh kesempatan
untuk banding selama 3 kali sebelum dinyatakan kasus mereka case close data,
sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk diberikan status dan diminta secara suka
rela untuk pulang ke negara asalnya dengan difasilitasi oleh IOM (International
Organization for Migration). Kenyataannya dilapangan bahwa sebagian besar
dari mereka akan menolak untuk dipulangkan dengan suka rela oleh pihak
Imigrasi dengan bantuan IOM. Hal ini menimbulkan kesulitan sendiri pada saat
kita akan mengusahakan pemulangan paksa/deportasi karena pihak IOM tidak
dapat menggunakan dananya manakala itu adalah suatu upaya paksa. IOM hanya
akan mengeluarkan bantuan dana dengan program AVR (A4ssisted Voluntary
Return). Sedangkan dana deportasi untuk Imigran Ilegal tidak akan mencukupi
untuk pemulangan keseluruhan kasus-kasus case closed ini. Kemudian dalam
penanganan kasus Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status pencari suaka
(Asylum Seekers) dan Pengungsi (Refugees), sebagaimana telah tercantum pada
peraturan Dirjen diatas bahwa Imigran Ilegal yang telah mempunyai status-status
tersebut dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya, juga menjadi persoalan
sendiri bagi Pemerintah Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan dengan
penempatan mereka yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi seperti di

Cisarua Puncak Bogor, Medan, Jogyakarta, Makassar dan lain-lain. Persoalan



yang disinyalir akan dan mungkin sudah terjadi adalah aspek sosial, keamanan
dan ketertiban di lingkungan mereka tinggal tersebut terhadap penduduk lokal.
Aspek-aspek sosial keamanan dan ketertiban yang ada dan mungkin muncul
tersebut seperti adanya perkawinan tidak sah dengan wanita lokal, bekerja illegal,
kejahatan seperti narkotika, terorisme dan lain-lain.

Hal tersebut diatas disebabkan rentang waktu tunggu mereka di Indonesia
sangat tidak jelas. UNHCR tidak dapat memastikan setelah mereka mendapatkan
status-status tersebut, berapa lama untuk dapat ditempatkan di Australia. Banyak
contoh bahwa mereka setelah mendapatkan status-status tersebut masih
harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat ditempatkan di Negara
Penerima/Australia. Keberadaan mereka yang lama tersebut itulah yang kemudian
akan menimbulkan kerawanan-kerawanan dari sisi sosial, keamanan dan
ketertiban. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kemungkinan
pada tahun-tahun mendatang akan ada multi ras baru yang berkembang di
Indonesia.Selain itu, imigran gelap yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai
korban penyelundupan manusia, padahal undang-undang khusus tentang hAuman
smuggling (penyelundupan manusia) tidak ada di Indonesia, mengakibatkan para
imigran gelap merasa sangat aman di Indonesia, merasa bebas tanpa dikenakan

hukum Indonesia. Menurut Hari Sabarno mengungkapkan “terjerat hukum
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Indonesia hanyalah WNI yang juga ikut terlibat (terhasut oleh para
penyelundup)”.®

Terkait masalah pengaturan mengenai penanggulangan bagi para imigran
illegal yang berkedok sebagai korban penyelundupan manusia atau dalam status
perlindungan sebagai pencari suaka dan pengungsi inilah yang belum diatur
secara nasional dalam suatu peraturan perundang—undangan, maka harus
dilakukan suatu pembaruan hukum (law reform) yang merupakan bagian dari
pembangunan nasional. Pembaruan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian
pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum
pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum
formil maupun hukum materielnya.

Pada kasus putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur adalah kasus tindak
pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1)
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-
KUHP yang dilakukan oleh terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu
Yunus warga negara Irak. Terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu
Yunus dikenalkan oleh Sdr. Jafar (teman terdakwa ketika sama-sama di Rumah
Detensi Imigrasi Kupang) kepada saksi. Shinniah Sivamadevan Alias Syams

seorang berkewarganegaraan Srilangka (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang

menurut Sdr. Jafar bahwa saksi. Shinniah Sivamadevan Alias Syams dapat

*Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta: Sinar
Grafika, 2007, hlm. 38
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membantu untuk memberangkatkan warga negara asing secara illegal menuju ke
negara Australia melalui jalur laut di daerah Cidaun, setelah terdakwa berkenalan
dengan saksi. Shinniah Sivamadevan Alias Syams kemudian terdakwa Qanem
Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus mulai berusaha untuk merekrut orang-
orang yang hendak diberangkatkan ke negara Australia secara tidak sah melalui
perairan laut Cidaun Kabupaten Cianjur den biasanya orang yang akan berangkat
ke Australia terlebih dahulu akan menghubungi terdakwa Qanem Altimimi Bin
Mohsein Alias Abu Yunus melalui telepon selular milik terdakwa dan terdakwa
melakukan pemberangkatan dan penyeberangan warga negara Asing ke negara
Australia tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi Indonesia serta tidak
dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah untuk masuk dan keluar dari
wilayah Negara Indonesia.

Oleh karena Terdakwa sudah dikenal dapat memberangkatkan para imigran
secara tidak sah ke Australia selanjutnya saksi Naseem Amoori Bin Shaker
menghubungi terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus dan
menyampaikan keinginannya untuk melakukan penyeberangan dari Iran secara
illegal melalui jalur laut Indonesia, terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias
Abu Yunus mengatakan sanggup dan bersedia untuk memberangkatkan saksi
Naseem Amoori Bin Shaker ke Australia lebih lanjut Terdakwa mengatakan
kepada saksi Naseem Amoori Bin Shaker untuk mencari Warga Negara Iran
lainnya yang ingin melakukan penyeberangan ke Australia, dan terdakwa Qanem

Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus akan menjadi Koordinator
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Keberangkatan yang dapat membantu untuk menyeberangkan ke Negara
Australia dengan menggunakan fasilitas kapal yang paling bagus serta tidak akan
melebihi kapasitas dan disediakan makanan.

Berdasarkan informasi Terdakwa tersebut lalu saksi Naseem Amoori Shaker
berusaha mencari Warga Negara Iran lainnya yang berkeinginan untuk melakukan
penyeberangan secara tidak sah ke Negara Australia melalui jalur laut Indonesia,
hingga akhirnya Sdr. Nassem Amoori Shaker berhasil mendapatkan beberapa
orang Warga Negara Iran antara lain Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi.
Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Rahpyma, Saksi Hamid
Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian, dan kepada para saksi
tersebut saksi Naseem Amoori Bin Shaker mengatakan bahwa Terdakwa meminta
mereka menyiapkan uang masing-masing sebesar US$ 4000 sampai US$ 5000
USD untuk biaya pemberangkatan menuju ke negara Australia.

Selanjutnya saksi Nassem Amoori Shaker meminta dan menerima sejumlah
uang dari sdr. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, sdr Ahmad, sdr. Mohammad
Abdullahi, sdr Askan, sdr Ali Dhanai, sdr Saman, sdr. Maher Hasuni, sdr. Sohei
Rahpyma, Hamid Diris, sdr. Masud Janami, sdr. Arash Jalilian untuk keperluan
penyeberangan tersebut dan selain itu sdr. Naseem Amoori Shaker secara
bertahap menerima uang dan sdr. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza sebesar US$1000
USD dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 saksi Nassem Amoori
Shaker bersama dengan Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi. Mohammad

Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Rahpyma, Saksi Hamid Diris dan
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saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian berangkat dari Iran dengan pesawat
udara ke Jakarta dengan menggunakan Visa On Arrival selama 1 (satu) bulan
sebagai wisatawan dan setelah berada di Jakarta Terdakwa menyuruh para saksi
untuk tinggal sementara selama 2 sampai 3 hari di Residence Casablanca
Kuningan Jakarta dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang menjemput saksi
Nassem Amoori Shaker bersama dengan Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza,
Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Rahpyma, Saksi
Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian dan mereka
ditampung terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus disebuah
Villa di Cisarua Bogor tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi Indonesia dan
ketika para saksi sudah di daerah Cisarua para saksi warga Negara Iran tersebut
menyerahkan kekuarangan biaya pemberangkatan ke Australia kepada Terdakwa.

Setelah di daerah Cisarua Terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu
Yunus menempatkan Saksi Naseem Amoori Shaker dan keluarganya disebuah
villa yang berbeda dengan rombongan yang lainnya memberikan beberapa
fasilitas kepada sdr Naseem Amoori Shaker sehubungan telah berhasil
mengumpulkan beberapa orang warga negara Iran untuk diseberangkan menuju
ke negara Australia antara lain memberikan potongan harga untuk biaya
perjalanan ke Australia sebesar 5000 USD untuk keluarganya sebanyak 4 (empat)
orang, tempat tinggal, makanan dan pakaian, sebelum akhirnya Saksi Nassem
Amoori Shaker dan keluarganya diberangkatkan menuju ke Negara Australia

secara illegal oleh Terdakwa.
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Saksi Naseem Amoori Shaker telah berhasil membawa sebanyak 35 (tiga
puluh lima) orang warga Iran termasuk diantaranya rombongan Saksi. Nadir
Rahnamaa Bin Mortaza, Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni,
Saksi Sohei Rahpyma, Saksi Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi
Arash Jalilian dan diserahkan kepada terdakwa Qanem Altmimi Alias Abu Yunus
yang akan mengurus pemberangkatan ke Australia.

Setelah menampung orang-orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia
Terdakwa Qanem Altimimi Bin Mohsein Alias Abu Yunus bersama dengan Saksi
Naseem Amoori Bin Shaker menemui saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams
di daerah Cisarua Bogor untuk keperluan pemberangkatan orang-orang Iran yang
telah ditampung Terdakwa untuk diberangkatkan ke Australia karena Terdakwa
mengetahui bahwa saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams yang bekerjasama
dengan sdr Ashok (belum tertangkap) mampu menyediakan sarana pengangkutan
dari daerah Cisarua Bogor menuju Cidaun rnenggunakan mobil dan menyediakan
kapal di perairan laut Cidaun dan selanjutnya mengatur pemberangkatan orang-
orang Iran tersebut termasuk rombongan Saksi. Nadir Rahnamaa Bin Mortaza,
Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei Raflpyma, Saksi
Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian tersebut secara
tidak sah dan tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi Indonesia menuju ke
Negara Australia melalui jalur laut Cidaun Kabupaten Cianjur.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Shinniah Sivamadevan Alias

Syams menyepakati bahwa biaya untuk pemberangkatan ke Australia adalah
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sebesar US$ 2.500 s.d US$ 2.800 per orang. Setelah disepakati kemudian
Terdakwa menyerahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Iran yang dibawa
oleh Saksi Naseem Amoori Bin Shaker dan diantaranya Saksi. Nadir Rahnamaa
Bin Mortaza, Saksi. Mohammad Abdullahi, Saksi. Maher Hasuni, Saksi Sohei
Rahpyma, Saksi Hamid Diris dan saksi Masud Janami serta Saksi Arash Jalilian
kepada Saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams dan uang muka sebesar US$
22.000 (Dua puluh dua ribu dolar Arnerika) untuk pemberangkatan menuju ke
negara Australia melalui jalur laut Cidaun Kabupaten Cianjur sedangkan sisanya
akan Terdakwa bayarkan apabila warga Negara Iran tersebut sampai di Australia.
Setelah menerima penyerahan orang-orang Iran yang akan diberangkatkan
serta uang muka biaya pemberangkatan dari Terdakwa selanjutnya Saksi Shinniah
Sivamadevan Alias Syams menghubungi Sdr. Ashok (DPO) dan memberitahukan
bahwa orang-orang Iran yang akan diberangkatkan sudah siap beserta uang muka
biaya pemberangkatan, setelah bertemu Saksi Shinniah Sivamadevan Alias
Syams menyerahkan orang-orang Iran dan Uang muka biaya pemberangkatan
kepada Sdr. Ashok (DPO) yang selanjutnya untuk mengatur pemberangkatan
rombongan tersebut. Setelah menerima orang-orang Iran yang akan
diberangkatkan serta uang muka dari Saksi Shinniah Sivamadevan Alias Syams
selanjutnya Sdr. Ashok (DPO) mengatur memberangkatkan orang-orang Iran
tersebut dari Cisarua Bogor ke Daerah Cidaun Kabupaten Cianjur dengan cara
meminta kepada sdr. Oni (Belem tertangkap) untuk mencari kendaraan minibus

yang dapat disewa mengangkut orang-orang Iran tersebut, atas permintaan
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tersebut selanjutnya Sdr. Oni menghubungi dan menemui saksi Cepi Bin Yanto
(Terdakwa dalam berkas mengatakan membutuhkan angkutan untuk orang Iran
yang akan diberangkatkan ke Australia dan menawarkan biaya pengangkutan dari
Cisarua Bogor ke Cidaun Kabupaten Cianjur perorang Rp. 1.600.000,- dengan
rincian Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Oni dan sisanya Rp.
1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkepala untuk Saksi Cepi Bin
Yanto. Setelah mendapat orderan mengangkut orang-orang Iran tersebut lalu saksi
Cepi Bin Yanto menghubungi saksi Jajat Sudrajat Bin Alm. Uu Sanusi Alias
Punduh Alias Babah (Terdakwa dalam perkara ter[pisah) untuk mau menampung
dan mengkoordinir orang-orang Iran tersebut apabila telah sampai di daerah
Kampung Cijengkol Desa Damar Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dan
selanjutnya membawa mereka ke Pantai Cisela untuk dibawa menggunakan
perahu ke tengah laut tempat Kapal Besar yang sudah menunggu ditengah laut,
dan saat itu saksi Cepi Bin Yanto menyampaikan bahwa saksi Jajat Sudrajat Bin
Alm. Uu Sanusi Alias Punduh Alias Babah akan dibayar Rp. 1.000.000,- (Satu
juta rupiah) per-kepala dan bagian saksi Cepi Bin Yanto Rp. 300.000,- (Tiga ratus
ribu rupiah) perkepala. Setelah saksi Jajat Sudrajat Bin Aim. Uu Sanusi Alias
Punduh Alias Babah menyetujui kemudian saksi Cepi Bin Yanto menerima uang
sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr Ashok sebagai uang
muka biaya pengangkutan orang-orang Iran dari Cisarua Bogor ke cidaun
Kabupatem Cianjur dan biaya menyeberangkan naik ke Kapal Besar yang ada

ditengah laut, setelah menerima uang tersebut saksi Cepi Bin Yanto menjemput
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orang-orang Iran yang akan diberangkatkan ke Australia dan daerah CFC Cisarua
Bogor menuju daerah Cidaun Kabupaten Cianjur dengan menyewa 11 (sebelas)
unit minibus seharga Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan
menurunkan orang-orang Iran tersebut di Kampung Cijengkol Desa Damar
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur yang diterima oleh saksi Jajat Sudrajat Bin
Alm. Uu Sanusi Alias Punduh Alias Babah yang juga menerima uang dari saksi
Cepi Bin Yanto sebesar Rp 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) sebagai
biaya untuk memandu orang-orang Iran tersebut menuju Pantai dan diangkut
dengan perahu ke tengah laut untuk naik ke atas kapal besar yang sudah
menunggu. Untuk mengantarkan orang-orang Iran tersebut ke pantai dan naik ke
Kapal saksi Jajat Sudrajat Bin Alm. Uu Sanusi Alias Punduh Alias Babah
meminta Sdr. Yudi alias Frank (belum tertangkap) untuk mengkoordinirnya,
selanjutnya Sdr. Yudi, Sdr. Holidin Bin Jahri Alias Alo (terdakwa dalam perkara
terpisah) dan saksi Udin Bin Karna memandu orang-orang Iran tersebut berjalan
kaki dan daerah Kampung Cijengkol Desa Damar Kecamatan Cidaun Kabupaten
Cianjur menuju ke pinggir hutan dekat pesisir Pantai Jayanti Cidaun dan setelah
orang-orang Iran tersebut berada di tepi Pantai selanjutnya saksi Aup Bin Kandi
(terdakwa dalam berkas terpisah) beserta para nelayan lainnya yang tidak dikenal
mengangkut Orang-orang Iran tersebut dengan menggunakan perahu kecil
menuju ke tengah laut untuk naik ke kapal besar yang sudah menunggu.

Setelah orang-orang Iran dan juga beberapa orang Srilanka yang jumlahnya

kurang lebih 120 orang naik keatas kapal yang sudah ditengah laut kemudian
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kapal berlayar dengan tujuan Pulau Cristmas Australia tetapi kapal baru berlayar
kurang lebih 4 (empat) jam mesin kapal mati dan akhirnya kapal tersebut
tenggelam yang mengakibatkan sebanyak 14 (empat belas) orang meningga
dunia. Kemudian Atas perbuatannya tersebut terdakwa telah mendapatkan
keuntungan sebesar US$ 20.000 sampai dengan US$ 25.000.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam
tentang tindak pidana penyelundupan orang dengan memalsukan dokumen untuk
memasukan orang asing ke Australia dalam bentuk uraian ilmiah judul:

Analisis Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penyelundupan Orang
Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor:

15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur)

. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kebijakan hukum pidana tindak pidana penyelundupan
orang dalam perspektif hukum pidana ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn
Cianjur ?

. Ruang Lingkup

Penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari

pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan

terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana penyelundupan orang
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis dan memahami kebijakan hukum yang dilakukan
terhadap penyelundupan orang dalam perspektif hukum pidana.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan
Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn Cianjur.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada
umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam
kepustakaan hukum pidana.
b. Manfaat Praktis
1. Secara khusus hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam
penyempurnaan peraturan pelaksanaan hukum pidana demi kepastian
dan kesebandingan hukum yang serasi, sehingga memberikan
sumbangan yang nyata bagi upaya pembangunan hukum yang dapat
memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan hukum.
2. Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk

pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelundupan
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orang mengingat ketentuan penyelundupan orang sehingga terjadi
keadilan hukum.
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu
negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk
mengatur warga negaranya.” Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan
antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak
dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di
sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib
memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika
membicarakan negara hukum Indonesia-tanah air tercinta ini. Indonesia
mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang sesuai dengan konstitusi
yakni Indonesia adalah Negara Hukum “.'° Ini berarti bahwa Indonesia adalah
negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum
menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum.
Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan
hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya

sebagai manusia.

? Philpius M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, Bina
limu, 1987), him.89
' Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)
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Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para
ahli yaitu:

a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarkat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum."'

b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek
hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.'?

c. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam
hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan
oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini
yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya
dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum,
manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan
hukum."

2. Teori Penegakan Hukum
Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

' Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyaraka Yang Sedang
Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993, him.45.
2 Philpius M.Hadjon, Opcit, him.89.
3 CST. Kansil, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai
Pustaka, 1999), him.89.
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yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup.'* Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya,
penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula
diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang
terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan
semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi
subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu
aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya
hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan
untuk menggunakan daya paksa.'’

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai
berikut :'®

a. Faktor hukumnya sendiri, seperti Undang-Undang;

4 Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta,
PT.Raja Grafindo, 1993), him.3.

'3 Jimly Asshidiqie, , paper , Penegakan Hukum, Jakarta, 2009,

' Soerjono Soekanto, Opcit, him.5.
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b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan;

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cita, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari
penegakan hukum itu sendiri. Dalam menyelesaikan sengketa dan
memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kelima faktor tersebut
saling mempengaruhi. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam
kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:'’

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (fotal enforcement concept),
yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum
tersebut di tegakkan tanpa terkecuali.

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcment concept),
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara
dan sebagainya demi perlindungan individual.

Konsep penegakan hukum actual (actual enforecement concept), yang
muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena
keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana,
kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan

kurangnya partisipasi masyarakat.'®

3. Teori Kepastian Hukum

""Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan
Karangan, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga
Kriminologi Jakarta :nviersitas Indonesia,.1997), him 45

'8 Soerjono Soekanto, (iii) Opcit, him.6.
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Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.”” Undang-Undang

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

menimbulkan kepastian hukum.?

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas,

yaitu sebagai berikut®!

a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut
yuridis

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di
depan pengadilan

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau
utility.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara

normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan

sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

" Ibid

2 peter Mahmud Marzuki, Pengantar limu Hukum, (Jakarta Kencana, 2008)
him.158.

2l Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum’, http://hukum.kompasiana.com.
(02/04/2011), diakses pada 26 Desember 2018.
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dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis
dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam
arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.
Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik
individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang
sudah digariskan oleh aturan hukum.*

Dalam praktek dapat dilihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan
ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika
setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan
kehilangan maknanya.”  Ketidakefektifan undang-undang cenderung
mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai
efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum.
Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian
dan keadilan dalam masyarakat.”*

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum
itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum
dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan

kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-

2 Ipid
3 Ipid
2 Ibid



26

beda.”> Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap
hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana
ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya,
kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang
berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.
Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu
sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga
daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau
kehilangan hak.*® Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi
seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu
atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan,
maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan
yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum
tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum
tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian
hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses
penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum

(Werkelijkheid) yang berlaku.?”’

2 Ibid
% Peter Mahmud Marzuki, Opcit, him 159
7 Ibid
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Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil
yang ada dalam undang-undang (law in book’s), akan cenderung mencederai rasa
keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak
pada hukum yang hidup (/iving law). Lebih jauh para penegak hukum harus
memperhatikan budaya hukum (legal culture) untuk memahami sikap,
kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum
dalam sistim hukum yang berlaku.

Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum, Menurut Sudarto,

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan
untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk
mencapai apa yang dicita-citakan

2. Tindak Pidana Penyelundupan Orang adalah Penyelundupan manusia yaitu
tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara-cara
yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian.

3. Perspektif Hukum Pidana, menurut KBBI artinya sudut pandang atau

pandangan atau cara pandang terhadap sesuatu. Dalam hal ini perspektif

diartikan cara pandang Hukum Pidana terhadap penyelundupan orang
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4. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara;
keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu
hal; soal; perkara;

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penulisan tesis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu
penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam
perundang-undangan dan historis dan aturan perundang-undangan
Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analistis yaitu
penelitian yang menggambarkan suatu dimana pengetahuan atau teori tentang
suatu obyek penelitian sudah ada dan selanjutnya dianalisis berdasarkan
permasalahan yang diteliti

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu
data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian
terdahulu yang dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan
hasil penelitian terdahulu serta data yang ada kaitannya dengan objek

penulisan tesis ini. **

% Soerjono Soekanto, (i) Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2010), him. 12.



29

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan hasil
penelitian terdahulu dan buku-buku yang terkait dengan topik dan
permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk
mendukung penulisan tesis ini berupa kamus Hukum dan KBBI.
4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan

dokumen.” Metode/studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca,

menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan
materi yang dibahas dalam tesis ini
5. Analisis Data
Penelitian tesis ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu
metode analisis dengan cara kualitatif terhadap data sekunder, bersifat
deskriptif dan diolah untuk merumuskan kesimpulan yang disajikan secara
kualitatif.
6. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif

adalah “ menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu dari pernyataan -

¥ Ibid., him.66.
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G. Sistematika Penulisan

Secara sistematika dalam tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang secara

garis besar sebagai berikut:

BAB I.

BAB II.

BAB III.

PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah
dan tujuan penulisan, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori
dan metode penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tindak pidana, jenis tindak pidana
dan pertanggungjawaban pidana serta tindak pidana penyelundupan
orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menganalisis mengenai kebijakan hukum yang dapat
dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana penyelundupan orang
dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan

Nomor: 15/PID.SUS/2014/PN.CIANJUR.

% Elfrida Gultom, dkk., Pedoman Penulisan Sknpsi Fakultas Hukum, (Jakarta:
Universitas Mpu Tantular, 2007), him. 52.
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BAB IV PENUTUP
Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran

terhadap apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya.
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